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ABSTRAK 

 

Pengelolaan benda sitaan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap 

benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana. Pengelolaan benda sitaan 

bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik terhadap 

barang bukti. RUPBASAN merupakan lembaga tempat menampung benda terkait 

benda sitaan negara yang terkait dengan suatu tindak pidana. Di dalam 

RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang 

bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan 

putusan hakim 

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga 

penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan dan bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan 

sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana? 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga 

penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan dan mengetahui pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan 

sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode yuridis normatif atau penelitian yang difokuskan pada 

kajian kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum RUPBASAN 

sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan telah ditegaskan dalam Pasal 44 

KUHAP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Keputusan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa RUPBASAN adalah satu-satunya 

lembaga yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda 

sitaan yang disita dari hasil perbuatan tindak pidana seseorang. Pengaturan 

tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian 

tindak pidana adalah bentuk kepastian hukum atas keamanan, keutuhan dan 

terpeliharanya benda sitaan 

 
Kata Kunci : Benda Sitaan, RUPBASAN, Pembuktian. 
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